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ABSTRAK

Sektor informal merupakan bagian penting dalam perekonomian Indonesia, dengan jumlah pekerja perempuan yang signifikan.Namun, tenaga kerja perempuan di sektor ini sering kali tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik dalam aspek ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, maupun perlindungan sosial.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi tenaga kerja perempuan di sektor informal, serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa regulasi yang secara umum mengatur hak-hak pekerja, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja, pelaksanaan perlindungan bagi pekerja perempuan di sektor informal masih sangat terbatas dan belum menyentuh kebutuhan riil mereka. Faktor-faktor seperti minimnya pengawasan, kurangnya kesadaran hukum, serta belum terintegrasinya sektor informal dalam sistem ketenagakerjaan nasional menjadi kendala utama.
Oleh karena itu, perlu adanya reformasi kebijakan dan penguatan implementasi hukum yang berpihak pada pekerja perempuan sektor informal, termasuk pengakuan hukum atas status kerja mereka serta pemberian akses terhadap perlindungan sosial dan kesehatan.

Kata Kunci:	Perlindungan hukum, tenaga kerja perempuan, sektor informal, ketenagakerjaan, hak pekerja.
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Artinya:
“Hai orang orang yang beriman sukakah kamu aku tunjukan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan mudari azab yang pedih? “(Yaitu) kamu berikan kepada allah dan rasul-nya dan berzihad di jalan allah dengan harta dan jiwamu itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahuinya.” (QS. Ash-Shaff: 10-11).
Assalamu’ alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji Syukur Kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-nya Kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal penelitian ini. Adapun judul yang penulis pilih dalam penulisan proposal ini adalah:  “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Perempuan Di Sektor Infotmal”. Laporan proposal penelitian ini di susun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Hukum di Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan.
Penulis menyadari dalam penyusunan proposal penelitian ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karna itu pada kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih kepada:
1. Bapak Dr. H. Firmansyah, M.Si Selaku Rektor Universitas Muslim Nusantara Al Wasliyah Medan
2. Bapak Dr. Anwar Sadat, S.Ag.,M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muslim Nusantara Al  Wasliyah Medan
3. Bapak Dr. Dedy Juliandri Panjaitan, M.Si Selaku Wakil Rektor II Universitas Muslim Nusantara Al Wasliyah Medan
4. 
5. Bapak Dr. Samsul Bahri, M.Si Selaku Wakil Rektor III Universitas Muslim Nusantara Al Wasliyah Medan
6. Ibuk Dr. Halimatul Maryani, S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan.
7. Ibuk Tri Reni Novita, S.H., M.H. Sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Wasliyah Medan.
8. BapakSyahrul Bakti Harahap, S.H.,M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Nusantara Wasliyah Medan 
9. Ibuk Hj. Adawiyah Nst, S.H, M.KN Selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu dan membimbing dalam menyelesaikan proposal ini
10. Ibu Erlinawati, S.Pd Selaku KTU Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Wasliyah Medan dan Para Staf Pegawai
11. Teristimewa Orang tua terutama mamak tercinta, yaitu Martini Limbong yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan serta senantiasa mendukung penulis baik secara moril juga materil dan juga memberikan kasih sayang yang berlimpah. Serta kakak tercinta yaitu Sorni Rohani br Manik dan adik-adik penulis Rapiandi Manik dan Rantia br Manik yang sangat penulis sayangi dan cintai
12. Terimakasih banyak kepada teman tersayang terkhususnya Siti Sovia, Lia.T, Kak Romiana br manik Kak Cia, Fauzia Yuliana, Florentina, Emi.T, Ayu brt. Ema.T, Melia.P, Hania Abidah, Puja.Nst, Devi.T. Dan teman teman dan tidak bisa saya sebutkan nama nya satu persatu.
13. Dan teman-teman seperjuangan kami di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan, atas semua dukungan, semangat, serta kerjasama nya.
14. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan proposal skrisi ini
15. Dan terimakasih banyak kepada penulis yaitu saya sendiri Nurmawati br manikyang sudah berjuang dan bertahan sampai detik ini, yang rela di tekan dari segala sisi yang mampu menopang dirinya sendiri karna tidak mudah untuk melewati semuanya. Perjuangan yang begitu luarbiasa penuh dengan air mata. 
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Perempuan merupakan salah satu kelompok yang berkontribusi signifikan dalam perekonomian terutama di sektor informal. Sektor ini mencangkup berbagai jenis pekerjaan yang tidak terdaftar secara resmi, seperti pedagang kaki lima, ibu rumah tangga, dan pekerja lepas. Meskipun kontribusi mereka sangat penting, tenaga kerja perempuan di sektor informal seringkali menghadapi tantangan dan resiko yang lebih besar di bandingkan dengan rekan pria.
Hal itu terjadi karena kurang nya perlindungan hukum dan akses terhadap hak dasar.Perlindungan hukum bagi tenaga kerja Perempuan di sektor informal merupakan isu yang semakin relevan di era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat.Sektor informal yang mencangkup berbagai jenis pekerjaan yang tidak terdaftar atau tidak diatur secara resmi seringkali menjadi pilihan utama bagi banyak perempuan.keberadaan sektor ini memberikan peluang kerja tetapi juga membawa resiko yang signifikan terkait dengan perlindungan hak tenaga kerja.




Tenaga kerja Perempuan di sektor informal seringkali menghadapi berbagai tantangan seperti upah yang tidak adil, jam kerja yang tidak teratur, dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan jaminan sosial.Selain itu peran Perempuan dalam ekonomi informal seringkali diabaikan dalam kebijakan pemerintah.Mengingat pekerja adalah pihak yang lemah dari seorang majikan yang kedudukannya lebih kuat, maka perlu mendapatkan perlindungan hukum 
1

atas haknya. Hal ini ditegaskan dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: “Tiap-tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan”.[footnoteRef:3] [3: 	Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat 2.] 

Menurut pasal ada dua hal penting dan mendasar yang merupakan hak setiap warga negara indonesia yaitu hak memperoleh penghidupan yang layak. Suatu pekerjaan tidak hanya mempunyai nilai ekonomi saja, tetapi juga harus memiliki kelayakan manusia yang tinggi.Suatu pekerjaan bisa dikatakan layak apabila di dalam suatu pekerjaan itu terdapat perlindungan kerja baik itu dari segi ekonomi, sosial, dan teknis.
Meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, ternyata pekerja Perempuan di sektor informal masih menimbulkan sisi negatif bagi pekerja seperti pada praktiknya di lapangan, dalam pekerja perempuan di sektor informal ini sering kali menimbulkan masalah terhadap hak perlindungan bagi Perempuan, seperti perlindungan pengupahan dan juga perlindungan waktu.Seperti kondisi kerja yang tidak adil,pekerja seringkali dihadapkan pada jam kerja yang panjang, tekanan untuk mencapaitarget penjualan, dan tidak adanya cuti yang memadai.Hal ini dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental mereka.
Berdasarkan data dari Organisasi Buruh Internasional (ILO), banyak tenagakerja perempuan di sektor informal yang tidak memiliki akses terhadap hak-hak dasar, seperti upah yang layak, jaminan sosial, dan perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Situasi ini diperburuk oleh stigma sosial dan normabudaya yang sering merendahkan peran perempuan di masyarakat. Selain itu, ketidakpastian status pekerjaan membuat mereka rentan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan.Dalam konteks Indonesia, sektor informal menyerap sebagian besar tenaga kerja perempuan.
Namun, penelitian mengenai perlindungan hukum yang memadai bagi mereka masih terbatas.Banyak peraturan yang ada belum mencakup kebutuhan spesifik pekerja informal, sehingga mereka terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketidakadilan.Pemahaman yang mendalam mengenai kondisi mereka sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif.
Sektor informal menyerap hampir setengah dari total tenaga kerja, dengan proporsi perempuan yang signifikan. Banyak perempuan memilih untuk bekerja di sektor ini karena fleksibilitas waktu dan mudah diaksesnya pekerjaan tersebut.Namun, kondisi kerja yang tidak menentu, upah yang rendah, dan ketidakpastian ekonomi menjadi tantangan besar bagi mereka. Data menunjukkan bahwa perempuan di sektor informal seringkali tidak mendapatkan upah yang adil dan mengalami jam kerja yang panjang tanpa kompensasi yang layak. Situasi ini menimbulkan risiko kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi bagi mereka dan keluarga mereka.
Dari sisi hukum, meskipun ada undang-undang yang mengatur perlindungan hak-hak pekerja, banyak dari undang-undang tersebut tidak secara spesifik mencakup pekerja di sektor informal.Hal ini menyebabkanbanyak perempuan tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya mereka terima. Ketidakjelasan status hukum mereka sering kali membuat mereka enggan untuk melaporkan pelanggaran yang dialami, karena takut akan konsekuensi yang mungkin ditimbulkan, seperti kehilangan pekerjaan atau pengucilan sosial.
Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya kesadaran akan hak-hak yang dimiliki oleh tenaga kerja perempuan. Banyak di antara mereka yang tidak memahami undang-undang yang ada atau tidak tahu bagaimana cara mengakses bantuan hukum. Pendidikan dan informasi yang terbatas tentang hak-hak ini menyebabkan mereka terjebak dalam siklus ketidakadilan.
Oleh karena itu, pendidikan hukum dan penyuluhan kepada tenaga kerja perempuan di sektor informal sangat penting untuk memberdayakan mereka dalam memperjuangkan hak-hak mereka.Ditingkat internasional, ada berbagai konvensi dan instrumen hukum yang menekankan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan, seperti Konvensi ILO tentang Tenaga Kerja di Sektor Informal.
Tapi, penerapan dan penyesuain hal tersebut di tingkat lokal masih sulit dilakukan.Penelitian ini perlu menganalisis bagaimana kebijakan yang ada dapat diadaptasi untuk menjawab kebutuhan spesifik tenaga kerja perempuan di sektor informal, serta bagaimana keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memperkuat implementasi kebijakan tersebut.Akhirnya, perlindungan hukum bagi tenaga kerja perempuan di sektor informal bukan hanya masalah sosial, tetapi juga merupakan isu hak asasi manusia.Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi perempuan di sektor ini dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Perempuan yang bekerja di sektor informal sering kali memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, yang membatasi akses mereka ke pekerjaan formal yang lebih baik.Keterbatasan ini memaksa mereka untuk menerima pekerjaan di sektor informal dengan kondisi yang kurang menguntungkan. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan di sektor ini cenderung memiliki jam kerja yang lebih panjang dibandingkan dengan rekan pria mereka, namun dengan penghasilan yang jauh lebih rendah. Ketidakadilan ini menciptakan ketimpangan gender yang berkelanjutan dalam dunia kerja.Selain itu, banyak tenaga kerja perempuan di sektor informal yang tidak memiliki kontrak kerja resmi.
Hal ini menjadikan mereka lebih rentan terhadap pelanggaran hak, seperti pemecatan sepihak tanpa kompensasi atau upah yang tidak dibayar.Tanpa adanya kontrak, mereka tidak dapat mengklaim hak-hak dasar seperti cuti sakit, cuti hamil, atau jaminan sosial.Ketidakpastian hukum ini menambah beban psikologis dan ekonomi bagi mereka, membuat mereka merasa terjebak dalam kondisi kerja yang merugikan.Faktor budaya dan sosial juga berperan penting dalam memperburuk situasi tenaga kerja perempuan di sektor informal.
Dalam banyak masyarakat, perempuan masih dianggap sebagai pencari nafkah sekunder, yang menyebabkan kurangnya pengakuan terhadap kontribusi ekonomi mereka.Stigma sosial ini sering kali membuat mereka ragu untuk menuntut hak-hak mereka, sehingga melanggengkan siklus ketidakadilan.Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengubah persepsi sosial mengenai peran dan hak perempuan dalam dunia kerja.
Sektor informal sering kali dipandang sebagai alternatif yang lebih fleksibel bagi perempuan yang memiliki tanggung jawab domestik.Namun, fleksibilitas ini sering kali berujung pada eksploitasi.Tanpa regulasi yang jelas, banyak perempuan terjebak dalam pekerjaan yang tidak memberikan jaminan atau perlindungan.Mereka dapat bekerja berjam-jam dengan upah yang tidak layak, dan tanpa akses ke fasilitas kesehatan atau dukungan hukum yang memadai.Hal ini menimbulkan kerentanan yang tinggi, yang tidak hanya berdampak pada mereka sebagai individu tetapi juga pada keluarga dan masyarakat luas.
Studi menunjukkan bahwa perempuan di sektor informal sering kali harus menghadapi ancaman kekerasan, baik dari klien maupun majikan.Kekerasan ini bisa berupa pelecehan verbal, fisik, hingga seksual, yang semakin memperburuk kondisi kerja mereka. Banyak dari mereka yang tidak melaporkan kasus kekerasan ini karena takut akan pembalasan atau tidak percaya pada sistem hukum. Situasi ini menekankan perlunya penguatan mekanisme hukum yang tidak hanya melindungi, tetapi juga mendukung perempuan untuk berbicara dan memperjuangkan hak-hak mereka.
Di tingkat global, isu perlindungan bagi tenaga kerja perempuan di sektor informal juga menjadi perhatian.Konvensi-konvensi internasional seperti Konvensi ILO No. 190 tentang Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja menggarisbawahi pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan.[footnoteRef:4] Namun, implementasi dari konvensi tersebut di tingkat lokal sering kali masih kurang, dan ini menciptakan kesenjangan antara norma internasional dan praktik di lapangan. [4: ILO. (2019). Konvensi No. 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Tempat Kerja.] 

Perubahan iklim dan krisis ekonomi juga berdampak pada tenaga kerja perempuan di sektor informal.Dalam situasi krisis, mereka sering kali menjadi yang paling terpinggirkan dan kehilangan pekerjaan dengan cepat.Ketahanan ekonomi yang rendah dan ketidakpastian pekerjaan menyebabkan banyak perempuan berisiko jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem.
Banyak perempuan di sektor ini juga mengalami tekanan dari lingkungan sosial mereka.Di beberapa komunitas, ada anggapan bahwa perempuan seharusnya lebih fokus pada tugas rumah tangga daripada mencari penghasilan sendiri.Hal ini membuat banyak perempuan ragu untuk menuntut hak-hak mereka atau berbicara ketika mereka diperlakukan tidak adil.Stigma sosial ini sangat menghambat upaya mereka untuk memperjuangkan kondisi kerja yang lebih baik.
Tenaga kerja perempuan di sektor informal sering kali berjuang dengan berbagai tantangan sehari-hari yang tidak mudah. Banyak dari mereka yang bekerja sebagai pedagang kaki lima, asisten rumah tangga, atau di sektor pertanian, namun tanpa kontrak resmi. Ini berarti mereka tidak memiliki jaminan keamanan kerja, dan bisa saja dipecat kapan saja tanpa alasan yang jelas.Situasi ini membuat mereka merasa tidak memiliki kontrol atas hidup mereka sendiri, dan sering kali terpaksa menerima kondisi kerja yang tidak adil.
Di sisi lain, meskipun mereka berkontribusi signifikan pada perekonomian, suara perempuan di sektor informal sering kali diabaikan dalam proses pengambilan keputusan. Tanpa adanya representasi yang memadai, kebijakan yang dibuat sering kali tidak mencerminkan kebutuhan dan realitas yang mereka hadapi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana perempuan di sektor informal dapat diberdayakan untuk mengambil bagian dalam dialog kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka.
Kondisi kerja yang tidak aman dan tidak sehat juga menjadi masalah besar.Banyak perempuan yang terpaksa bekerja di lingkungan yang berisiko tinggi, seperti pasar atau jalanan, tanpa perlindungan yang memadai.Mereka berisiko mengalami kecelakaan atau jatuh sakit, namun tidak memiliki akses ke layanan kesehatan.Dengan perlindungan hukum yang lebih baik, mereka seharusnya bisa mendapatkan fasilitas kesehatan dan jaminan sosial yang layak.
Perlindungan hukum yang baik juga dapat berfungsi sebagai motivasi bagi perempuan untuk bekerja dengan lebih baik. Ketika mereka tahu bahwa hak-hak mereka dilindungi, mereka akan lebih berani untuk berinovasi dan mengembangkan usaha mereka. Misalnya, seorang pedagang kaki lima yang merasa aman dengan perlindungan hukum mungkin lebih berani untuk memperluas usahanya, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya. Ini adalah salah satu cara perlindungan hukum dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
Banyak perempuan di sektor informal tidak memiliki akses ke pendidikan atau pelatihan yang cukup untuk meningkatkan keterampilan mereka.Hal ini membuat mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan lebih aman.Akibatnya, mereka terjebak dalam pekerjaan dengan upah rendah dan tanpa perlindungan. Jika mereka bisa mendapatkan pelatihan atau pendidikan yang layak, peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik akanmeningkat. Ini adalah salah satu alasan mengapa penting untuk memberikan perhatian lebih pada pendidikan bagi perempuan di sektor informal.
Keterlibatan komunitas juga sangat penting dalam memperjuangkan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan.Jika perempuan di sektor informal saling mendukung dan berbagi pengalaman, mereka bisa lebih kuat dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Organisasi perempuan dan komunitas lokal dapat menjadi jembatan untuk mengedukasi mereka tentang hak-hak yang dimiliki dan cara memperjuangkannya.
Salah satu masalah besar yang dihadapi perempuan di sektor informal adalah kurangnya dukungan hukum ketika mereka mengalami pelanggaran.Misalnya, ketika mereka tidak dibayar sesuai kesepakatan atau mengalami kekerasan, sering kali mereka tidak tahu ke mana harus melapor atau merasa takut untuk melakukannya. Jika ada sistem hukum yang lebih jelas dan ramah terhadap mereka, perempuan akan lebih berani untuk menuntut hak-hak mereka. Ini akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan adil bagi mereka.
Beberapa undang-undang yang mengatur perlindungan hukum bagi tenaga kerja perempuan di sektor informal di Indonesia:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanUU ini merupakan landasan hukum utama yang mengatur hubungan kerja di Indonesia, termasuk ketentuan bagi pekerja perempuan. Beberapa poin penting dalam UU ini adalah:[footnoteRef:5] [5: Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan] 

· Pasal 76 mengatur tentang perlindungan bagi pekerja perempuan, termasuk larangan pekerja perempuan untuk bekerja pada malam hari dan dalam pekerjaan yang membahayakan.
· Pasal 82 menyebutkan bahwa pengusaha harus memberikan perlindungan kepada pekerja perempuan hamil, termasuk hak untuk cuti melahirkan.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan OrangUU ini memberikan perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia, yang seringkali terkait dengan sektor informal. Undang-undang ini mencakup:
· Pasal 1 mendefinisikan berbagai bentuk eksploitasi yang dapat menimpa perempuan.
· Pasal 6 mengatur hak-hak korban, termasuk akses kepada rehabilitasi dan perlindungan hukum.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri UU ini melindungi tenaga kerja perempuan yang bekerja di luar negeri, terutama yang bekerja di sektor informal seperti pembantu rumah tangga. Beberapa ketentuan penting adalah:
· Pasal 3 mengatur perlindungan bagi pekerja migran, termasuk hak atas informasi yang jelas dan akurat sebelum berangkat.
· Pasal 11 mengatur kewajiban pemerintah untuk melindungi pekerja migran, termasuk dalam hal pemulangan dan rehabilitasi jika mereka menjadi korban kekerasan atau eksploitasi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Peraturan ini mengatur tentang pengupahan, yang juga relevan bagi pekerja di sektor informal. Beberapa ketentuan penting meliputi:
· Ketentuan mengenai upah minimum yang harus dibayarkan, meskipun implementasinya seringkali menjadi tantangan di sektor informal.
· Pengaturan tentang transparansi dan keadilan dalam penetapan upah, yang penting untuk pekerja perempuan.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaUU ini bertujuan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja, namun juga mencakup ketentuan untuk perlindungan pekerja, termasuk perempuan. Beberapa hal yang diatur:
· Penyederhanaan regulasi yang mempengaruhi pekerja informal, dengan harapan menciptakan perlindungan yang lebih baik.
· Penekanan pada pentingnya jaminan sosial untuk seluruh pekerja, yang diharapkan dapat menjangkau perempuan di sektor informal.
Meskipun ada berbagai undang-undang yang mengatur perlindungan hukum bagi tenaga kerja perempuan, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum masih ada.Banyak perempuan di sektor informal yang tidak mengetahui hak-hak mereka atau tidak memiliki akses ke sistem hukum.
Contoh Kasus: Pedagang kaki lima perempuan menggugat pemerintah daerah karena kebijakan razia. Pengadilan memutuskan pemerintah harus memberikan perlindungan. Seorang pedagang kaki lima perempuan mengajukan gugatan terhadap pemerintah daerah karena dianggap tidak mendapatkan perlindungan hukum saat terkena razia. Pengadilan memutuskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan hak atas upah yang layak bagi semua pekerja, termasuk mereka di sektor informal.Keputusan ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum dan dukungan bagi tenaga kerja perempuan di sektor informal.[footnoteRef:6] [6: ILO. (2019). “Women in the Informal Economy: A Global Picture.” ILO] 

Terkadang, perempuan yang bekerja di sektor informal juga harus menghadapi tantangan dari keluarga dan masyarakat.Ada kalanya mereka harus memilih antara memenuhi tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab domestik, seperti merawat anak atau anggota keluarga yang sakit.Situasi ini menambah beban mental dan emosional yang mereka rasakan. Dengan perlindungan hukum yang memadai, seperti kebijakan cuti atau fleksibilitas kerja, perempuan akan lebih mudah menyeimbangkan pekerjaan dan tanggung jawab keluarga mereka.
Satu masalah besar yang sering dihadapi oleh tenaga kerja perempuan di sektor informal adalah kurangnya akses terhadap layanan kesehatan.Banyak dari mereka yang bekerja tanpa jaminan kesehatan, sehingga ketika sakit atau mengalami kecelakaan, mereka harus mengeluarkan biaya sendiri yang bisa sangat membebani.Situasi ini membuat mereka ragu untuk mencari perawatan medis, yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan dan produktivitas mereka. Jika ada perlindungan hukum yang lebih baik, mereka seharusnya dapat mengakses layanan kesehatan tanpa khawatir akan biaya yang membengkak.
Selain itu, perempuan di sektor informal sering kali bekerja dalam kondisi yang tidak aman. Misalnya, pedagang kaki lima harus menghadapi risiko kebakaran, pencurian, atau bahkan ancaman kekerasan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas, mereka merasa tidak berdaya dan tidak memiliki tempat untuk melaporkan masalah tersebut.Dengan adanya undang-undang yang kuat dan penegakan hukum yang tegas, perempuan ini seharusnya bisa merasa lebih aman dan terlindungi saat menjalankan aktivitas kerja mereka.
Selain itu, keterbatasan informasi juga menjadi penghalang bagi tenaga kerja perempuan untuk mengetahui hak-hak mereka. Banyak yang tidak tahu tentang undang-undang yang melindungi mereka, atau tidak paham cara mengakses bantuan hukum ketika dibutuhkan. Dengan program sosialisasi dan pendidikan yang lebih baik, diharapkan perempuan di sektor informal dapat lebih memahami hak-hak mereka dan merasa lebih berdaya untuk memperjuangkannya.
Melalui penelitian ini, kami ingin menggali lebih dalam tentang kondisi tenaga kerja perempuan di sektor informal, tantangan yang mereka hadapi, serta upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi mereka.
Akhirnya, perlindungan hukum bagi tenaga kerja perempuan di sektor informal bukan hanya penting untuk kesejahteraan individu, tetapi juga berdampak pada perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Jika perempuan di sektor ini mendapatkan perlindungan yang layak, mereka akan lebih produktif dan mampu berkontribusi lebih banyak pada perekonomian.
Oleh karna itu penulis memilih judul: “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Perempuan di Sektor Informal”

[bookmark: _Toc197593563]B. 		Rumusan Masalah
Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pekerja Perempuan dalam sektor informal?
2. Bagaimana kendala dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap hak pekerja Perempuan dalam sektor informal?
3. Bagaimana solusi dari kendala menerapkan perlindungan hukum terhadap hak pekerja Perempuan di sektor informal?
[bookmark: _Toc197593564]C. 		Tujuan penelitian
Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis melalui penulisan ini yaitu sebagai berikut:
1. Untuk mendapat gelar Sarjana Hukum di Universitas Muslim Nusantara Al- Washliyah Fakultas Hukum.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pekerja Perempuan dalam sektor informal
3. Untuk mengetahui bagaimana kendala dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap hak pekerja Perempuan di sektor informal 
4. Untuk mengetahui bagaimana solusi dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap hak pekerja Perempuan di sektor informal 
[bookmark: _Toc197593565]D. 	Manfaat Penelitian
Dalam penelitian hukum ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, yaitu bagi penulis, pembaca, dan pihak-pihak yang terkait dengan topik utama penelitian ini. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:
1. Manfaat teoris 
a. Untuk menambah khasanah kepustakaan dibidang ilmu pengetahuan yaitu dalam ilmu hukum pada umumnya dan hukum administrasi negara pada khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja informal
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi karya ilmiah yang bertujuan untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum ketenagakerjaan.
2. Manfaat Praktis 
a. Dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan penelitian ini khusus nya untuk pekerja Perempuan disektor informal dalam mengetahui lebih lanjut akan hak-hak dan kewajiban apa saja yang harus dipahami betul
b. Dapatdipergunakan untuk memberikan jawaban praktis mengenai permasalahan-permasalahan yang timbul dalam hubungan kerja di sektor informal.
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[bookmark: _Toc197593566]BAB II
[bookmark: _Toc197593567]TINJAUAN PUSTAKA
[bookmark: _Toc197593568]A. 	Pengertian Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum merujuk pada berbagai aturan dan ketentuan yang dirancang untuk melindungi hak-hak individu atau kelompok dalam masyarakat.Dalam konteks tenaga kerja perempuan di sektor informal, perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan hak-hak dasar, seperti upah yang adil, lingkungan kerja yang aman, dan perlakuan yang tidak diskriminatif.Perlindungan ini juga mencakup upaya untuk mencegah eksploitasi dan kekerasan, serta memberikan akses kepada perempuan untuk mendapatkan keadilan melalui mekanisme hukum yang ada.Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya berfungsi sebagai payung hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk memberdayakan perempuan agar dapat bekerja dengan lebih aman dan sejahtera.[footnoteRef:7] [7: Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. ] 

Sektor informal, yang mencangkup pekerjaan yang tidak terdaftar secara resmi, seringkali membuat tenaga kerja Perempuan rentan terhadap pelanggaran hak.banyakperempuan di sektor ini bekerja tanpa kontrak formal, sehingga mereka sulit mendapatkan perlindungan yang sama dengan tenaga kerja di sektor formal. Dalam hal ini, perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa meskipun mereka bekerja di sektor informal, hak- hak mereka tetap dilindungi dan di akui oleh hukum.
Selain itu perlindungan hukum harus diimbangi dengan kebijakan pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan.Ini termasuk akes terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan finansial yang dapat membantu mereka beralih kepekerjaan yang lebih aman dan formal.Pemerintah perlu berkolaborasi dengan organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi Perempuan di sektor informal.Perlindungan hukum juga mencakup akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa.
Tenaga kerja perempuan di sektor informal sering kali tidak mengetahui hak-hak mereka atau tidak memiliki akses untuk menuntut keadilan.Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan program sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan tenaga kerja perempuan.Dengan pengetahuan yang cukup, mereka dapat lebih mudah melindungi hak-hak mereka.
Perlindungan hukum merupakan sebuah konsep yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan. Dalam konteks tenaga kerja perempuan di sektor informal, perlindungan hukum mencakup upaya untuk memastikan bahwa mereka dapat bekerja tanpa rasa takut akan pelanggaran hak. Misalnya, regulasi mengenai upah minimum, jam kerja, dan kondisi kesehatan yang layak sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi perempuan.
Sektor informal sering kali diabaikan dalam kebijakan ketenagakerjaan, membuat tenaga kerja perempuan di dalamnya semakin rentan.
Tanpa pengakuan resmi, mereka tidak memiliki akses kepada perlindungan yang biasanya diberikan kepada pekerja formal.Hal ini menyebabkan perempuan di sektor informal berpotensi menghadapi eksploitasi, seperti upah yang sangat rendah dan jam kerja yang tidak wajar.
Oleh karena itu, perlindungan hukum di sektor ini perlu diprioritaskan agar hak-hak mereka dapat terlindungi dengan baik.Salah satu aspek penting dari perlindungan hukum adalah keberadaan lembaga atau badan yang bertanggung jawab untuk menangani pelanggaran.Misalnya, lembaga pengawas ketenagakerjaan dan lembaga bantuan hukum harus ada untuk memberikan dukungan kepada tenaga kerja perempuan.
Dengan adanya lembaga ini, perempuan dapat melaporkan pelanggaran yang terjadi dan mendapatkan bantuan dalam proses hukum. Hal ini juga meningkatkan rasa keadilan di kalangan pekerja, yang merasa bahwa mereka memiliki tempat untuk mengadu.Perlindunganhukum juga harus mencakup pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja perempuan.
Edukasi tentang hak-hak mereka dan cara untuk mengklaim hak tersebut sangat penting. Misalnya, pelatihan mengenai hak-hak ketenagakerjaan dan cara menghindari situasi yang merugikan dapat memberdayakan perempuan. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi korban, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kondisi kerja mereka.Selainitu, kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil sangat penting dalam memperkuat perlindungan hukum.Dengan sinergi ini, program-program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perempuan dapat lebih efektif.
Perlindungan hukum bagi tenaga kerja perempuan di sektor informal juga mencakup upaya untuk mendorong pengakuan dan formalitas pekerjaan mereka.Banyak pekerjaan di sektor informal, seperti perdagangan, jasa, dan pekerjaan rumah tangga, tidak memiliki pengaturan yang jelas dalam hukum.Hal ini menyebabkan perempuan sulit untuk mendapatkan akses ke layanan dasar, seperti jaminan sosial dan kesehatan.
Dengan memberikan perlindungan hukum yang jelas, perempuan dapat lebih mudah mengakses berbagai hak dan layanan yang seharusnya mereka terima.Salah satu tantangan dalam perlindungan hukum adalah kurangnya data dan penelitian tentang tenaga kerja perempuan di sektor informal.Informasi yang terbatas mengenai kondisi kerja, upah, dan pelanggaran yang dialami membuat sulit untuk merumuskan kebijakan yang efektif.
Oleh karena itu, penelitian yang mendalam diperlukan untuk menggali realitas yang dihadapi oleh perempuan dalam sektor ini. Data yang akurat akan membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan langkah-langkah yang tepat untuk perlindungan hukum.[footnoteRef:8]Pentingnya advokasi dalam perlindungan hukum juga tidak dapat diabaikan.Organisasi masyarakat sipil dan aktivis memiliki peran kunci dalam mengangkat isu-isu yang dihadapi oleh tenaga kerja perempuan di sektor informal. [8: Widiastuti, R. (2019). Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Perempuan. Jurnal Hukum dan Pembangunan.] 

Melalui kampanye dan advokasi, mereka dapat menekan pemerintah untuk memperkuat regulasi dan kebijakan yang menguntungkan perempuan.Ini juga mencakup pengawasan terhadap implementasi kebijakan yang telah ada, agar perlindungan hukum benar-benar dirasakan oleh perempuan.Selanjutnya, perlindungan hukum harus bersifat inklusif dan responsif terhadap kebutuhan spesifik tenaga kerja perempuan.
Misalnya, perempuan yang bekerja sebagai ibu rumah tangga atau di sektor pertanian mungkin memiliki tantangan unik yang tidak dihadapi oleh pekerja di sektor formal.Kebijakan yang dirancang harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang berbeda agar lebih efektif. Pendekatan yang berbasis gender dalam penyusunan kebijakan sangat diperlukan untuk menjawab kebutuhan khusus ini.
Akhirnya, keberhasilan perlindungan hukum bagi tenaga kerja perempuan di sektor informal sangat bergantung pada komitmen semua pihak. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perempuan. Ini termasuk penyediaan pelatihan keterampilan, akses kepada modal usaha, dan dukungan psikososial.Dengan adanya kolaborasi yang kuat, diharapkan perlindungan hukum bagi tenaga kerja perempuan dapat meningkat dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan mereka.
[bookmark: _Toc197593569]B. 	Pengertian Pekerja
Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuklain. Dalam definisi tersebut terdapat dua unsur yaitu orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.[footnoteRef:9] Hal tersebut berbeda dengan definisi dari tenaga kerja, dalam ketentuan pasal 1 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan disebutkan bahwa, “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk bermasyarakat”. [9: Maimun, 2003, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hal.13.] 

Secara umum, pekerja dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu pekerja formal dan pekerja informal. Pekerja formal adalah mereka yang bekerja di bawah ikatan kerja yang jelas, seperti di perusahaan, instansi pemerintah, atau organisasi dengan kontrak kerja, aturan jam kerja, dan perlindungan hukum yang terjamin. Contoh pekerja formal antara lain pegawai negeri, karyawan swasta, dan buruh pabrik.
Sementara, pekerja informal adalah mereka yang bekerja tanpa ikatan kerja formal, biasanya tidak memiliki kontrak kerja tertulis, tidak mendapat jaminan sosial, serta seringkali memiliki pendapatan yang tidak tetap. Contohnya termasuk pedagang kaki lima, pengemudi ojek online, penjahit rumahan, hingga buruh harian lepas. Meski berada di luar sistem formal, pekerja informal mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian, terutama di negara berkembang seperti Indonesia.
Pekerja, baik formal maupun informal, memiliki kontribusi besar dalam pembangunan.Maka dari itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memberikan perhatian terhadap kondisi kerja, perlindungan hak, serta kesejahteraan bagi para pekerja.Dengan begitu, para pekerja bisa menjalankan perannya dengan lebih optimal dan turut meningkatkan kualitas hidup keluarganya.
Pekerja atau buruh merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang bekerja didalam hubungan kerja, dibawah perintah memberi kerja.[footnoteRef:10]Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa, “pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.” Jadi pekerja/buruh adalah tenaga kerja yang bekerja didalam hubungan kerja dibawah perintah pengusaha/pemberi kerja dengan mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk lain.  [10: 	Ibid. hal.14.] 

Berdasarkan uraian di atas, pekerja merupakan orang yang bekerja pada seseorang dengan perjanjian tertentu untuk mendapatkan upah dari orang yang mempekerjakannya.
[bookmark: _Toc197593570]C. 	Jenis-Jenis Pekerja
Pekerja memiliki peran penting dalam struktur ekonomi dan sosial suatu negara.Mereka dapat dibedakan berdasarkan jenis pekerjaan, tingkat keahlian dan sektor industri tempat mereka beroperasi. Selain itu pekerja juga bisa dibagi menjadi: 
1. Pekerja Formal
Mereka yang memiliki kontrak kerja dan di lindungi oleh undang-undang ketenaga kerjaan, dengan hak atas tunjangan, asuransi, dan perlindungan hukum.
2. Pekerja Informal
Mereka yang tidak memiliki kontak formal, seringkali bekerja di sektor non-regulasi tanpa perlindungan hukum yang memadai.
3. Pekerja Profesional
Mereka yang memiliki keahlian khusus dan pendidikan tinggi, seperti dokter, insinyur, dan pengacara
4. Pekerja Nonprofesional
Mereka yang bekerja dibidang yang tidak memerlukan pendidikan tinggi atau khusus, seperti buruh, pelayan, dan petani.
Oleh karna itu pekerja juga berhak atas kondisi kerja yang aman dan sehat, serta kesempatan untuk mengembangkan keterampilan melalui pelatian.Dalam konteks global, isu-isu seperti hak pekerja, upah yang adil dan perlindungan terhadap deskriminasi menjadi semakin relevan.
[bookmark: _Toc197593571]D. 	Perlindungan Pekerja
Perlindungan pekerja adalah perlindungan yang menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin keamanan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarga nya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.Perlindungan pekerja adalah hal utama yang harus di utamakan oleh setiap pihak pengusaha.Terkait dengan tersebut secara ada 3 jenis perlindungan kerja sebagai yaitu sebagai berikut: 
a. Perlindungan ekonomis yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya
b. Perlindungan sosial yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kerja yang tujuan nya memungkinkan pekerja mengembangkan kehidupannya sebagaimana manusia pada umum nya
c. Perlindungan teknis yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keselamatan kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.
Ketiga jenis perlindungan diatas mutlak harus dipahami dan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh pengusaha sebagai pemberi kerja. Jika pengusaha melakukan pelanggaran, ia dikenakan sanksi.Menurut Rachmad Budiono S.H., M.H perlindungan pekerja erat kaitannya dengan peraturan kesehatan kerja yang berisi aturan-aturan dan usaha-usaha untuk menjaga buruh/pekerja dari kejadian yang dapat merugikan kesehatan kesesuain dalam melaksanakan hubungan kerja.
Sehingga dapat di mengerti bahwa bidang kesehatan kerja memberi perlindungan buruh/kerja dalam arti kata sempit, pendapat para ahli yang memberikan gambaran akan apa yang dimaksud dengan perlindungan pekerja dapat dimengerti bahwa perlindungan pekerja ditujukan bukan hanya untuk pengusaha saja atau pekerja saja akan tetapi untuk semua pihak yang terkait dalam suatu hubungan kerja.
Pasal 1601 a KUH Perdata “perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu sebagai buruh atau pekerja mengikat dirinya untuk dibawah perintahnya/ bekerja pada pihak lainnya sebagai majikan dengan mendapatkan upah selama waktu tertentu”.[footnoteRef:11]Perjanjian kerja yaitu perjanjian antara seorang buruh dan seorang majikan yang ditandai dengan ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang di perjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas (dienstverhoeding), dimana pihak majikan berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak lain.  [11: Abdul Khakim. Hum, Dasar-Dasar hukum ketenagakerjaan Indonesia, Bandung: PT. Citra AdityaBakti,2009 h 55-60] 

Salah satu perjanjian kerja yang ada di Indonesia adalah perjanjian kerja waktu tertentu yaitu perjanjian kerja antara pekerja/buruh dan pengusahanya yang hanya dibuat untuk pekerja tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan akan selesai dalam waktu tertentu. Keberadaan perjanjian kerja waktu tertentu di Indonesia telah diatur dalam UU ketenagakerjaan pasal 56 sampai dengan pasal 59 dan lebih lanjut dijabarkan melalui Keputusan mentritenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu.
Adanya pengaturan tersebut bertujuan agar pihak pekerja maupun pihak pengusahasama-sama memperoleh pihak perlindungan hukum dalam melaksanakan hubungan kerja yang berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu.[footnoteRef:12]Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memberikan Batasan-batasan perlindungan hukum bagi pekerja. Perlindungan hukum bagi pekerja dalam undang- undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan meliputi perlindungan HAK bagi pekerja perempuan dan perlindungan dalam pengupahan. Perlindungan pekerja dalam undang-undang ketenagakerjaan yang terkait dengan perjanjian kerja waktu tertentu antara lain sebagai berikut: [12: Muhammad Jaduk Chusana, Skripsi: “UIN Yogyakarta: 2017 hal.4 ] 

1. Perlindungan hak bagi pekerja Perempuan
Berbicara mengenai perlindungan terhadap hak pekerja perempuan seperti pekerja pria, pekerja perempuan juga memiliki kesempatan yang sama dalam dunia kerja. Namun perlu dicatat bahwa perempuan memiliki kebutuhan yang berbeda dengan pria sehingga memperoleh hak-hak khusus. Meskipun sebenarnya banyak perundang-undangan yang mengatur hak-hak pekerja perempuan, tampaknya banyak perusahaan yang “sengaja” tidak mensosialisasikannya seperti pekerjaan perempuan di malam hari, pekerja/buruh perempuan hamil, hak istirahat, hak cuti, dan hak lainnya di indonesia ketentuan mengenai pekerja perempuan telah diatur dalam undang-undang Nomor13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 
Masalah tenaga kerja perempuan saat ini terus berkembang semakin kompleks sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius. Pada masa perkembangan tersebut pergeseran nilai dan tata kehidupan akan banyak terjadi. Pergeseran dimaksud tidak jarang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menghadapi pergeseran dan tata kehidupan para pelaku industri dan perdagangan, pengawasan ketenagakerjaan dituntut untuk mampu mengambil langkah-langkah astisipatif serta mampu menampung segala perkembangan yang terjadi.Oleh karna itu penyempurnaan terhadap sistem pengawasan ketenagakerjaan harus terus dilakukan agar peraturan perundang-undangan dapat dilakukan secara efektif oleh para pelaku industri dan perdagangan.
Dengan demikian pengawasan ketenagakerjaan sebagai suatu sistem mengemban misi dan fungsi agar peraturan perundang undangan di bidang ketenagakerjaan dapat ditegakkan penerapan peraturan perundang undangan ketenagakerjaan juga dimaksud untuk menjaga keseimbangan /keserasian hubungan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja/buruh sehingga kelangsungan usaha dan ketenaga kerjaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan kerja dapat terjamin.
2. Gambaran dalam pengupahan
Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan ditanyakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 
Pada pasal 88 ayat 1 undang undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, selanjutnya menurut pasal 93 ayat 1 undang-undang Nomor 13 tahun 2003 ketenagakerjaan menjelaskan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan, ayat 2 menjelaskan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah.
a. Pekerja/ buruh sakit termasuk pekerja/buruh Perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan.
b. Pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, menghitankan, membapis anaknya, istri melahirkan atau keguguran kandungan
c. Pekerja/ buruh tidak dapat melakukan pekerjaan nya karna sedang menjalankan kewajiban terhadap negara.
d. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan nya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agama nya.
e. Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah di janjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karna kesalahan sendiri maupun halangan yang seharus nya dapat dihindari pengusaha.
f. Pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat.
g. Pekerja melaksanakan tugas serikat pekerja buruh atas persetujuan pengusaha dan 
h. Pekerja/buruh melaksanakan tugas Pendidikan dari Perusahaan. Pada pasal 93 ayat3 upah yang dibayarkan kepada pekerja buruh yang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a.[footnoteRef:13] [13:  Udang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan “upah”
 Pasal 93 ayat 1 & 2] 

Pada 93 ayat 4 upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2huruf b sebagai berikut:
1. Pekerja/buruh menikah, dibayar selama 3 hari.
2. Menikahkan anak nya, dibayar selama 2 hari.
3. Menghitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 hari.
4. Membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 hari.
5. Istri melahirkan atau keguguran, dibayar untuk selama 2 hari.
6. Suami/istri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk selama 2 hari.
7. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama 1 hari.
Pasal 93 ayat 5 menjelaskan bahwa pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dalam perjanjian kerja.Peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Di dalam pengupahan. Perlindungan waktu kerja juga diatur di dalam undang undang ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 karena pekerja adalah manusia biasa yang memerlukan waktu istirahat, karna itu untuk menjaga Kesehatan fisiknya harus dibatasi waktu kerjanya dan diberikan hak istirahat. Ketentuan mengenai perlindungan waktu kerja diatur dalam pasal 77 ayat.
1. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja selanjutnya menurut ayat 2 waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi: 
a. 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau
b. 8 delapan jam 1 hari dan 49 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu Menurut pasal 78 undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 2 harus memenuhi syarat.
2. Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan dan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam satu minggu.
Menurut pasal 78 ayat 2 undang undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaanpengusahayangmempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib membayar upah kerja mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan keputusan mentri dalam pasal 79 ayat 1 pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh pada ayat 2, waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh pada ayat 2, waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.
Adapun waktu yang dimaksud pada kalimat di atas yaitu meliputi: [footnoteRef:14] [14:  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan “Waktu istirahat dan cuti” Pasal 78 ayat 2 ] 

1. Istirahat antara jam kerja, sekurang kurang nya setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. 
2. Istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 2 hari untuk hari kerja dalam 1 minggu 
3. Cuti tahunan sekurang kurang nya 12 hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus menerus.
Menurut pasal 79 ayat 2 undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksyd daalm ayat 2 huruf c diatur dalam perjanjian kerja peraturan Perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
Pada pasal 81 pekerja/buruh Perempuan yang dalam masa haid merasa sakit dan memberitahukan kepada pengusaha tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.
Pada pasal 81 ayat 2 undang-undang Nomor 13 tahun 2013 tentang pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1diatur dalam perjanjian kerja peraturan Perusahaan atau perjanjian kerja bersama. 
Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 yang menjelaskan bahwa setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat 2 huruf b menjelaskan bahwa istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam satu minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1satu. Pasal 79 ayat 2 huruf c yaitu cuti tahunan sekurang (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus menerus.
Pada pasal 82 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan pekerja/buruh Perempuan berhak memperoleh hak istirahat selama 1,5 bulan sebelum saat nya melahirkan anak dan 1,5 bulan setelah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan serta pekerja/buruh Perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan pada pasal yang di cantumkan dalam pasal 84 tersebut diatas berhak untuk mendapatkan upah penuh.[footnoteRef:15] [15: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan “Hak cuti melahirkan” Pasal 82-84] 

Pasal 85 ayat 1 pekerja/ buruh tidak wajib bekerja pada hari libur resmi pasal 85 ayat 3 menjelaskan bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan dihari libur resmi dimaksud dalam ayat 2 wajib membayar upah kerja lembur. Ketentuan mengenai jenis dan sifat pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur dengan Keputusan mentri.
[bookmark: _Toc197593572]E. 	Perjanjian Kerja
Tinjauan umum tentang perjanjian menurut KUH perdata.Menurut pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah perbuatan antara satu orang atau lebih mengikat kan dirinya terhadap orang lain atau lebih.Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang di sebut perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih yang memiliki akibat hukum atas hak dan kewajiban bagi para pembuatnya dalam suatu perjanjian meliputi kegiatan (prestasi):
a. Menyerahkan sesuatu misal nya melakukan pembayaran uang. 
b. Melakukan sesuatu misalnya melakukan suatu pekerjaan dan
c. Tidak melakukan sesuatu misalnya hari minggu adalah hari libur, maka pekerja boleh tidak bekerja.
Mengingat begitu penting nya perjanjian agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari akibat kurang paham nya seseorang dalam membuat suatu perjanjian maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak berikut syarat sah perjanjian ada 4 (empat) yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yakni:
1. Adanya kata sepakat bagi mereka pekerja dan pengusaha supaya perjanjian menjadi sah maka para pihak pekerja dan pengusaah sepakat terhadap segala hal yang terdapat didalam perjanjian kerja dan memberikan persetujuan nya atau kesepakatan nya menghendaki apa yang disepakati. Pihak pekerja setuju dan sepakat untuk melakukan suatu pekerjaan waktu tertentu dan dilakukan dengan penuh kesadaran diantara para pihak yaitu di berikan secara lisan dan tertulis. Perjanjian ini tidak mengandung paksaan (dwang), atau ancama, tidak mengandung (penipuan), tidak mengandung kekhilafan/kesesatan/kekeliruan (dwaling).
2. Kecakapan untuk mengadakan perikatan. Syarat sah nya perjanjian ini menurut pasal 1329KUH Perdata adalah kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian, pasal 1330 menyatakan orang yang belum dewasa (dibawah 21 tahun, kecuali yang di tentukanlain, namun didalam perjanjian kerja kita menggunakan UU ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 angka 26 bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun dan pekerja yang di kontrak tidak dibawah pengampuan.
3. Suatu hal tertentu, Didalam tenaga kerja informal ini tentu memiliki objek tertentu seperti melakukan pekerjaan dibidang transaksi penjualan barang kepada pembeli barang toko, melakukan penataan barang toko sesuai daftar barang yang telah dibuat Perusahaan dan mengklasifikasikan barang sesuai dengan jenis barang. Melakukan pengecekan barang apakah sudah sesuai dengan jumlah yang harus display di rak dan memastikan barang barang yang dijual tidak expired masa berlaku nya.
4. Suatu sebab yang halal. Didalam syarat sahnya perjanjian yang ke empat ini adanya kausa hukum yang halal. Objek dalam kerja ini tidak illegal dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka tenagakerjaan ini sah tidak melanggar pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang undang, kesusilaan yang berlaku.
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[bookmark: _Toc197593573]BAB III
[bookmark: _Toc197593574]METODE PENELITIAN
[bookmark: _Toc197593575]A. 	Lokasi Penelitian
Penelitian merupakan hal terpenting dari seluruh rangkaian kegiatan penulisan karya ilmiah, karena dengan penelitian akan terjawab objek permasalahan yang di uraiakan dalam rumusan masalah. Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah Dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi penelitian dalam rangka penulisan skripsi yaitu di  Jl. Garu II A Nomor 93, Harjosari 1, Kec, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatra Utara.
[bookmark: _Toc197593576]B. 		Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunkan dalam penelitian adalah yuridis normatif empiris atau disebut dengan penelitian lapangan (field research) yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan nya di Masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.[footnoteRef:16] [16: 	Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal 15] 

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, serta singkronisasi vertikal atas dokumen yang di teliti terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku.

[bookmark: _Toc197593577]C. 		Sumber Data
Sumber data adalah tempat dimana suatu data atau suatu tempat yang dibutuhkan dalam penelitianditemukan atau digali sesuai dengan jenisdata yang akan dipergunakan, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu.[footnoteRef:17] [17: Sri Mamuji Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjaun Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hal 12] 

1. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu: 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Peraturan mentri tenaga kerja dan transmigrasiNomor KEP100/MEN/VI/2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerjawaktu tertentu.
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:
a. Sumber data primer
Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari buruh atau pekerja yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
b. Sumber data sekunder 
Sumber data sekunder yaitu ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau data baku, data sekunder dikumpulkan bahan-bahan nya melalui buku buku, data dari penelitian wawancara, undang-undang ketenagakerjaan, dan peraturan perundang-undangan.
c. Sumber Tersier
Sumber hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum perimer dan bahan hukum tersier, misalnya bahan dari buku, internet, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, jurnal, koran, dan majalah. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan dan media internet, kamus, buku, artiker, serta koran dan majalah.
[bookmark: _Toc197593578]D. 	Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakan dan studi lapangan sebagai berikut.[footnoteRef:18] [18: Soerjono Sukamto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1983, hal 59] 

1. Penelitian kepustakaan (Libray Research)
Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan dalam penelitian.
2. Penelitian Lapangan(Field Research)
Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan mencari data di toko indomaret garu 2 A sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
[bookmark: _Toc197593579]E. 		Teknik Analisa Data
Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian, selanjutnya akan dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menambah sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Penggunaan teknik Analisa kualitatif mencangkup semua data penelitian yang diperoleh sehingga membentuk deskrpsi yang mendukung kualitatif kajian.[footnoteRef:19]Analisayang digunakan dengan pendekatan kualitatif dapat menjawab dan memecahkan serta memperdalam secara menyeluruh dan objek yang diteliti guna menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif. [19: Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009 hal 15] 
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[bookmark: _Toc197593580]BAB IV
[bookmark: _Toc197593581]PENELITIAN DAN PEMBHASAN
[bookmark: _Toc197593582]A. 	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Perempuan DiSektor Informal
Perlindungan hukum adalah unsur yang harus ada dalam suatu negara hukum. Setiap pembentukan negara di dalamnya pasti ada hukum untuk mengatur warga negaranya dan dalam suatu negara, pasti terjadi hubungan antara negara dengan warga negaranya, akan melahirkan hak dan kewajiban. 
Perlindungan hukum di satu sisi akan menjadi hak bagi warga negara, dan di sisi lain menjadi kewajiban bagi negara. Artinya, negara wajib memberikan perlindungan hukum untuk menjamin hak hukum warga negaranya.[footnoteRef:20] [20: http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah] 

Pemahaman lebih eksplisit tentang hukum sebagai pelindung hak dasar dan kebebasan warganya, dikemukakan oleh Immanuel Kant.
Menurut Kant, manusia merupakan makhluk berakal dan berkehendak bebas dan negara bertugas menegakan hak dan kebebasan warganya. Kemakmuran dan kebahagian rakyat merupakan tujuan.negara dan hukum, oleh karena itu, hak dasar warga negara tidak boleh dihalangi oleh negara.
Perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar mereka bisa menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. 
Namun perlindungan hukum merupakan perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, merujuk kepada perlindungan terhadap kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang penting dilindungi ke dalam sebuah hak hukum yang bisa difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Perlindungan hukum, berkaitan erat dengan adanya hak dan kewajiban, manusiasebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.
Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia merupakan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.
Oleh karna itu, bisa dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang menggunakan sarana hukum yang ditujukan untuk melindungi kepentingan sujek hukum yang dirugikan orang lain dan perlindungan hukum diberikan agar subjek hukum mendapatkan pengakuan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya.[footnoteRef:21]Perlindungan hukum akanselalu berkaitan dengan kekuasaan, yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi.  [21: Hasil wawancara dengan pedagang lepas garu 2A, pada tanggal 20 januari 2025   pukul:09.50 wib] 

Perlindungan hukum dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, yaitu perlindungan bagi rakyat (yang diperintah), dari pemerintah (yang memerintah).Perlindungan hukum dalam kekuasaan ekonomi adalah, perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan buruh oleh pengusaha.
Mengenai prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena menurut sejarahnya, lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi menusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai perlakuan pemerintah, bisa bersifat preventif dan represif.
Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pemberian kesempatan subjek hukum dalam mengajukan keberatan dalam pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.Perlindungan hukum preventif sangat mempengaruhi artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong agar bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan.Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa.
Diketahui secara lebih spesifik, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, juga dikatakan tentang perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang disebutkandalam menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesetaraan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.[footnoteRef:22] [22: UU Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan] 

Mengingat perlindungan hukum terhadap tenaga kerja, mutlak dilakukan sebagaimana sifat hukum perburuhan itu sendiri, yaitu sebagai pelaksanaan keadilan sosial dalam bidang perburuhan yang diselenggarakan dengan jalan guna melindungi buruh terhadap kekuasan majikan yang tidak terbatas.Menempatkan pekerja/buruh dalam kedudukan yang terlindungi bagi kekuasaan majikan yang berarti menempatkan peraturan yang memaksa majikan bertindak sesuai peraturan yang sudah berlaku.
 Hal ini mengingat Kembali bahwa perlindungan hukum dari kekuasaan majikan akan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan mengharuskan atau memaksa majikan untuk bertindak sesuai perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan semua pihak.Perlindungan hukum bagi tenaga kerja, meliputi:
1. Hak perlindungan ekonomis
Perlindungan yang berkaitan dengan usaha memberikan penghasilan yang cukup dalam memenuhi keperluan sehari-hari bagi pekerja dan keluarganya, termasuk bila pekerja tidak mampu bekerja di luar kemampuannya; 


2. 	Hak perlindungan sosial 
Perihal perlindungan terkait dengan usaha kemasyarakatan.Memungkinkan pekerja mengembangkan perikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Maka diwujudkan dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi dan; 
3. Hak perlindungan teknis
Perlindungan terkait usaha menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan kerja, yang diwujudkan dalam hal bentuk keamanan dan keselamatan kerja.Perlindungan ini sebagai wujud pengakuan terhadap hak pekerja, termasuk pekerja perempuan sektor informal sebagai manusia yang harus diperlakukan manusiawi dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan fisik dan non fisik. Perlindungan lain terhadap tenaga kerja, yaitu: 
a. norma keselamatan kerja;
b. norma kesehatan kerja dan higiene kesehatan perusahaan; 
c. norma kerja yang berupa perlindungan hak pekerja dan;
d. norma kecelakaan kerja berupa pemberian ganti rugi perawatan atau rehabilitasi akibat kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat pekerjaan dalam hal ini ahli waris berhak menerima ganti rugi. 
Ada pun perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), yang diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.[footnoteRef:23] Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap, perlindungan tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti penghasilan yang hilang atau berkurang, akibat adanya peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa: kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.[footnoteRef:24] [23: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja]  [24: Hasil wawancara dengan pekerja informal Es Teh jln. Garu 2A pada tanggal 20 Januari pukul 09.50 wib] 

Perlindungan tenaga kerja ini, diselenggarakan melalui program jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dilakukan dengan sistem asuransi. Program jaminan sosial tenaga kerja meliputi: 
a. Jaminan Kecelakaan Kerja: 
b. Jaminan Kematian; 
c. Jaminan Hari Tua dan; 
d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Setiap tenaga kerja baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja.
Berdasarkan pemikiran bahwa, pekerja mempunyai sektor informal merupakan bagian dari tenaga kerja, maka perlindungan hukum terhadap mereka, dapat dilakukan melalui hukum, yang dalam hal ini peraturan perundanganantaralain:
1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebagai konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia, mengandung muatan mengenai hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan, termasuk pekerja perempuan sektor informal.
Pasal 28D (1), berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan. perlindungan, dan kepastian hukum yang adil". Bunyi pasal tersebut mengindikasikan bahwa, perlindungan dan kepastian hukum yang adil diakui dan dijamin oleh konstitusi. Lebih lanjut, mengenai hak kosntitusional khusus terkait dengan hubungan kerjaantara lain:
a. Hak dalam pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan, "Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".
b. Hak bekerja untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28D ayat (2) menyatakan "Setiap orang berhak untuk bekerjaserta mendapat imbalan dan perlakukan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".
c. Hak untuk tidak diperbudak. Pasal 281 ayat (1) berbunyi: hak untuk tidak diperbudak adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun"
d. Hak dalam kebebasan beribadah. Pasal 28E ayat (1), menyatakan" Semua orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing- masing." Pasal 29 ayat (2) "Negara menjamin kemerdekaanuntuk beribadat menurut agamnya dan kepercayaannya itu".
e. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28E ayat (3) menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".
f. Hak jaminan sosial. Pasal 28H ayat (3) berbunyi: "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat"
g. Hak atas kesehatan dan lingkungan yang sehat, antara lain:
1) hak hidup sejahtera lahir dan batin;
2) hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan; 
3) hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.[footnoteRef:25] [25: Hasil wawancara dengan pekerja informal cendol dawet jln. Garu 2A Pada tanggal 22 januari 2025 pukul 15.35 wib] 

 Pasal 28H (1) berbunyi: " Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh kesehatan" pelayanan.
h. Hak atas informasi. Pasal 28F berbunyi: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi mendapatkan informasi agar dapat mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka pekerja perempuan sektor informal memiliki hak yang sama dengan pekerja sektor formal, yang sudah dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berbunyi:" Tenaga kerja adalah semua orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat".Setiap orang mampu melakukan pekerjaan", memiliki arti luas dan bisa dikatakan bahwa, yang termasuk tenaga kerja adalah mereka yang mampu dalam melakukan pekerjaan, baik sebagai pekerja/buruh maupun bukan pekerja /buruh.
Pekerja /buruh menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Ketenagakerjaan, yaitu: "semua orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain". Ada dua makna yang melekat dari pengertian pekerja /buruh dalam Pasal 1 ayat (3) tersebut, yaitu: a) setiap orang yang bekerja dan; b) menerima upah atau imbalan dengan kata lain sebagai balas jasa terhadap pelaksanaan pekerjaan nya.[footnoteRef:26] [26: Hasil wawancara dengan pekerja informal Dimsum jln. Garu 2A pada tanggal 23 januari 2025 pukul 12.15 wib] 

Setiap orang yang bekerja juga bisa dimaknai secara luas, bukan hanya sekedar mereka yang bekerja dalam lingkup hubungan kerja, tetapi bisa juga di luar hubungan kerja, bahkan mungkin mereka yang melakukan kerja mandiri atau swa-pekerja yang termasuk dalam kategori in.
Hal yang membatasi pemaknaan ialah frase "menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain". Artinya, mereka yang dikatakan dengan istilah pekerja /burub adalah, setiap orang yangbekerja, tetapi yang hanya menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja. 
Menurut Pasal 1 ayat (30) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan upah, yaitu: "Upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai bentuk imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja buruh yang telah ditetapkan atau dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah  dilakukan.
Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka Pekerja perempuan sektor infomal termasuk dalam kategori tenaga kerja sekaligus berstatus sebagai pekerja /buruh. Argumentasinya adalah:
a. Pekerja perempuan sektor informal yaitu orang yang mampu melakukan pekerjaan, karena kebanyakan dari mereka sudah berusia di atas 18 tahun, maka bisa dikategorisasikan sebagai tenaga kerja. Kriteria Nasional yang digunakan untuk menghitung angkatan kerja (tenaga kerja/buruh) minimal adalah berusia 15 tahun. Meskipun seseorang yang bekerja di bawah usia 18 tahun termasuk kategori pekerja anak dan harus mendapatkan perhatian khusus, namun tetap saja terbilang sebagai Angkatan tenaga kerja. 
b. Setiap orang yang bekerja, maka Pekerja perempuan sektor informal adalah orang yang bekerja dan melakukan pekerjaan. 
c. Pekerja perempuan sektor informal juga menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sebagai bentuk balas jasa atas pelaksanaan pekerja sektoran yang dilakukan dari majikan sebagai Pemberi kerja. 
Maka dapat dikatakan, pekerja perempuan sektor informal termasuk kategori tenaga kerja sekaligus sebagai Pekerja /buruh sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) Undang undang Ketenagakerjaan. Artinya, Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengakui status pekerja perempuan sektor informal adalah tenaga kerja sekaligus sebagai pekerja /buruh. 
Oleh sebab itu, pekerja perempuan sektor informal adalah bagian yang tidak terpisah dari sistem ketenagakerjaan di Indonesia serta mendapatkan jaminan perlindungan dari Undang-undang Ketenagakerjaan.Konvensi di Genewa tahun 1999, dapat menjadi perhatian pemerintah Indonesia sebagai peserta dalam konvensi untuk memasukan sektor informal dalam Undang-undang Ketenagakerjaan atau paling tidak meratifikasi peraturan khusus hal yang mengatur sektor pekerja sektor informal, agar memberikan perlindungan atas upah yang layak serta jaminan sosial sebagaimana pekerja sektor formal. 
Indonesia sebetulnya telah meratifikasi beberapa Piagam dan Konvensi Internasional terkait atas persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam dunia kerja, dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Yang seharusnya menjadi "angin segar" bagi perempuan pekerja sektor informal untuk mendapatkan hak dan perlindungan hukumnya, karena memuat hak serta kewajiban berdasarkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. 
Ternyata pelaksanaan konvensi tersebut menghadapi kendala kultural maupun stuktural.Kendala kultural menyangkut sikap masyarakat enggan mengakui persamaan antara laki-laki dan perempuan yang sering dikaitkan oleh ajaran agama, adat serta budaya yang dianut.Kendala struktural yaitu berbagai kebijakan diperuntukkan kepada kaum perempuan yang secara prinsipil justru bertentangan dengankonvensi tersebut.
 Sikap tersebut diadopsi oleh negara sebagaimana penjelasan Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Diskriminasi kepada Perempuan, mengindikasikan adanya inkonsistensi terkait pelaksanaan konvensi, akibatnya ditingkat peraturan pelaksanaanaturan, justru terjadi penguatan anggapan-anggapan gender dan nilai-nilai stereotype yang menghasilkan kebijakan yang tidak adil bagi perempuan. [footnoteRef:27] [27: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan] 

Terlihat penjelasan dari Undang-undang tersebut, yaitu:" Terhadap pelaksanaan ketentuan konvensi ini wajib disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat meliputi nilai- nilai budaya, adat-istiadat dan norma- norma keagamaan yang masih berlaku serta diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia". 
Serta perlu adanya keberanian dalam merombak tatanan sosial, baik kultur maupun struktur yang berpihak pada perempuan. Hukum yang berpihak pada perempuan, yang notabene pekerja sektor informal tentunya akan terwujud, adapun perombakan struktur dan kultur dalam berbagai lini kehidupan masyarakat dan negara.
Berbincang mengenai pekerja sektor informal perempuan, menjadi suatu hal yang khas dalam kehidupan masyarakat maupun dalam konteks kenegaraan. Meskipun kontribusi telah diberikan secara riil dapat dirasakan hampir diseluruh lingkup kehidupan sehari-hari, akan tetapi keberadaannya tidak diperhitungkan, oleh negara, masyarakat bahkan rumah tangga.[footnoteRef:28] [28: Hasil wawancara pekerja informal Es Teh Jln. Garu 2A Tanggal 3 febuari 2025 pukul 19.45 wib] 

Kekhususan dari pekerja sektor informal perempuan, lebih dikarenakan mereka adalah Perempuan/wanitas dan tentunya sangat berkaitan dengan posisi relasi gender yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Implikasi pemosisian relasi gender tidak seimbang, menjadi kekuatan pemisah di dalam sektor kehidupan -domestik dan publik, dimana perempuan diharuskan berkiprah di sektor domestik dan laki-laki yang berhak mengisi sektor publik. 
[bookmark: _Toc197593583]B. 	Kendala Dalam Menerapkan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Sektor Informal
Wanita pekerja di sektor informal juga menjadi korban struktur ekonomi, dalam pengingkaran sosial (social ekslusion) yang dilakukan oleh laki-laki, institusi pendukung maupun negara.Peraturan kerja yang tidak jelas; sistem upah yang tidak proporsional; serta tidak ada jaminan sosial dan kesehatan, keengganan hukum memberikan perlindungan pada mereka adalah realitas pengingkaran sosial kepada pekerja sektor perempuan informal.
Kondisi ini, semakin sulit ketika pemahaman dan idiologi yang terbangun mengarah pada upaya permarginalisasian perempuan, dan dipertegas dengan human capital rendah dalam hal, pendidikan; pengalaman kerja serta ketrampilan,sehingga pekerja sektor informal perempuan rentan terhadap eksploitasi.
Tenaga kerja yang masuk ekonomi informal lebih besar dibandingkan dengan ekonomi formal. Kondisi ini tentunya mampu menjadi perhatian pemerintah, karna sektor informal  selama ini dianggap berjenis kelamin perempuan, dikarenakan para pekerjanya sebagian besar perempuan dianggap sebagai pekerja lemah, pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan di sektor informal tidak dihargai sebagai pekerjaan dan tidak perlu mendapat penghargaan secara ekonomis sebagaimana yang dikerjakan oleh laki-laki (sektor formal) tentunya tidak terpantau dan tidak terlaporkan dalam statistik negara, statistically unreported, bahkan masuk wilayah bebas perlindungan hukum.
Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- undang Nomor RI Nomor 13 Ttahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan, dimaksud dengan Pekerja/buruh bahwa setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pasal tersebut menjelaskan tentang siapa pekerja/buruh dengan kriteria, setiap orang yang bekerja, serta menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Mengenaipekerja informal memang tidak tercantum eksplisit dalam Undang-undang Ketenagakaerjaan, namun bunyi pasal itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai rujukan tentang siapa pekerja, baik formal maupun informal.Ketentuan Undang-undang ketenagakerjaan sebelumnya,dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, mencantumkan dengan tegas mengenai pekerja sektor informal. Pekerja sektor informal merupakan tenaga kerja, bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dalam menerima upah dan/atau imbalan.[footnoteRef:29] [29: Hasil wawancara Pekerja Perempuan di Sektor Informal Es Teh Jln. Garu 2A Tanggal 4 febuari 2025 pukul 13.10 wib] 

Kerja sektor informal ialah hubungan kerja yang terjalin baik antara pekerja orang perseorangan atau beberapa orang yang melakukan usaha bersama dan tidak berbadan hukum atas dasar saling percaya dan sepakat menerima upahatau imbalan dan bagi hasil.[footnoteRef:30]Usaha sektor informal merupakan kegiatan orang perseorangan, keluarga, atau beberapa orang dalam melaksanakan usaha bersama dan melakukan kegiatan ekonomi atas dasar kepercayaan dan kesepakatan, dan tidak berbadan hukum. [30: Hasil wawancara dengan pekerja informal Es Teh jln. Garu 2A Tanggal 24 januari 2025 pukul 12.30 wib] 

Jikadibedakan dengan pekerja formal, pekerja sektor informal adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dan pekerja formal ialah tenaga kerja yang bekerja antara hubungan kerja sektor formal.Hubungan kerja sektor formal merupakan hubungan kerja yang terjalin antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang mengandung adanya unsur pekerjaan, upah, dan perintah (Pasal 1 Ayat (8) Undang-undang No. 25 tahun 1997Tentang Ketenagakerjaan.[footnoteRef:31] [31: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan] 

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2007 mengenai Perlindungan Buruh/Pekerja Informal Di Kabupaten Lombok Timur, dimaksud dengan buruh/pekerja informal adalah semua orang yang bekerja pada pengusaha atau pemberi kerja dalam sektor informalmenerima upah. Buruh/pekerja sektor informal mencangkup buruh pekerja Rumah Tangga, home industri, Buruh/pekerja bangunan, Buruh tani dan nelayan, buruh tembakau, Pelayan toko, buruh pasar, buruh pelabuhan, dan buruh batu apung.
Sektor informal merupakan pengusaha atau pemberi kerja yang tidak memiliki izin, bersifat tidak berbadan hukum.musiman, pekerja lepas, borongan dan harian. Hubungan Kerja antara Buruh/pekerja informal dengan pengusaha atau pemberi kerja yang terjadi setelah perjanjian kerja.Perjanjian Kerja ialah perjanjian tertulis atau tidak tertulis antara buruh/pekerja informal dengan pengusaha pemberi kerja tentang syarat hak dan kewajiban kedua belah pihak.[footnoteRef:32] [32: Hasil Wawancara dengan Pekerja Perempuan Di Sektor Informal Jln. Garu 2A tanggal 4 febuari 2025 pukul 10.10 wib] 

Badan Pusat Statistik (BPS) tentang pekerja sektor informal mereka yang bekerja sebagai pekerja sektor bebas dan berusaha dibantu pekerja bebas.Ini disebabkan pekerja bebas di Indonesia yang biasanya bersifat informal dengan upah yang tidak memadai, produktivitas rendah serta kondisi kerja yang relatif buruk.
International Labour Organization (ILO) menjelaskan pekerja informal ialahorang yang bekerja sebagai pekerja sektor mandiri dan pekerja sektor membantu keluarga.ILO mengatakan ciripekerjaan sektor informal, yaitu: Seluruh aktivitasnya bersandar pada sumberdaya sekitar serta skala usahanya relatif kecil dan usaha keluarga kegiatannya ditopang oleh teknologi tepat guna yang bersifat padat karya, kerjanya terdidik dan terlatih dalam pola- pola tidak resmi serta berada di luar aturan pemerintah bergerak dan bersaing pesat dalam pasar.
Pekerja sektor informal jika hubungan kerja tidak patuh terhadap undang-undang tenaga kerja, tidakakan dikenakan pajak pendapatan, lemahnya perlindungan sosial terhadap jaminan kerja. Pekerjaan informal dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian: 
Yaitu usaha sendiri informal dan pekerjaan upahan informal yang bekerja di usaha formal atau informal yang di kategorikan karyawan tanpa kontrak resmi, tanpa adanya jaminan ketenagakerjaan atau perlindungan sosial.Yang termasuk usaha informal ialah pengusaha pada sektor informal, usaha sendiri pada usaha informal, bekerja pada keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi/kemitraan produksi informal.
Sektor informal,unit-unit yang terlibat dalam produksi barang atau jasa tujuan utama guna menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan.Unit tersebut biasanya beroperasi dengan organisasi minim kebawah, dengan pembedaan antara tenaga kerja dan modal usaha sebagai faktor produksi.[footnoteRef:33] [33: Hasil wawancara Tenga Kerja Perempuan Di Sektor Informal Jln. Garu 2A tanggal 3 Febuari 2025 pukul 14.15 wib] 

Status tenaga kerja berupa pekerja tidak tetap atau pekerja keluarga dan memiliki hubungan peribadi yang dekat dan hubungan sosial ketenagakerjaan dengan perjanjian dan jaminan yang resmi.Produksi sektor informal memiliki ciri khas sebagai usaha rumah tangga tidak berbadan hukum (household unincorporated enterprise).Aset tetap dan aset yang digunakan berupa usaha bukan milik unit produksi tetapi kepemilikan pribadi.
 Unit ini tidak boleh melakukan transaksi atau terlibat kontrak dengan unit lain, serta mendapatkan pinjaman dengannama mereka sendiri. Pemilik harus berusaha mencari sumber dana dengan risikonya sendiri serta bertanggung jawab secara pribadi, tanpa batas, untuk hutang atau kewajiban yang akan timbul dalam proses produksi. 
Pengeluaran produksi tidak dapat dibedakan dari pengeluaran rumah tangga, seperti bangunan atau kendaraan, aktifitas yang dilaksanakan oleh unit produksi sektor informal tidak bermaksud secara sengaja menghindar dari kewajiban pajak dan tidak secara sengaja melanggar peraturan danketentuan administratif ketenagakerjaan yang berlaku.
Sektor informal mencakup semua pekerjaan orang yang bekerja pada usaha sektor informal, bekerja pada sektor tertentu sektor informal tanpa memperhatikan status pekerjaan mereka dan tanpa memperhatikan status pekerjaan tersebut pekerjaan sektor informal memiliki ciri oleh ketiadaan kontrak, hak atas jaminan sosial, kesehatan dan kesejahteraan dengan minimnya mendapat perlindungan hukum.[footnoteRef:34] [34: Hasil wawancara Pekerja Perempuan Di Sektor Informal Jln. Garu 2A tanggal 5 Febuari 2025 pukul 11.15 wib] 



[bookmark: _Toc197593584]C. 	Solusi Dalam Menerapkan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Sektor Informal
Untuk menjamin perlindungan hukum yang lebih baik terhadap hak pekerja perempuan di sektor informal, diperlukan solusi yang menyeluruh, baik dari sisi kebijakan pemerintah, peran masyarakat, hingga kesadaran para pekerja itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan:
1. Peningkatan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah
· Membuat regulasi khusus bagi sektor informal, terutama yang mengatur hak-hak dasar pekerja perempuan seperti upah layak, jam kerja, cuti melahirkan, dan jaminan kesehatan.
· Penguatan pengawasan dan perlindungan oleh pemerintah daerah, karena sektor informal sering kali tersebar di daerah-daerah kecil dan kurang terpantau.
· Integrasi pekerja informal ke dalam sistem jaminan sosial nasional, seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dengan prosedur yang lebih sederhana dan terjangkau.
2. Peningkatan Kesadaran Hukum bagi Pekerja Perempuan
· Pendidikan dan penyuluhan hukum secara berkala kepada pekerja perempuan tentang hak-hak dasar mereka sebagai pekerja.
· Penggunaan media sosial dan komunitas lokal sebagai sarana edukasi hukum yang mudah diakses dan relevan dengan kondisi mereka.
· Mendorong pembentukan serikat atau kelompok pekerja informal perempuan, agar mereka memiliki wadah untuk saling mendukung dan memperjuangkan hak.
3. Peran Aktif LSM dan Organisasi Sosial
· Membantu mendampingi pekerja perempuan dalam menyuarakan pelanggaran hak kepada instansi terkait.
· Memberikan bantuan hukum gratis (pro bono) bagi pekerja perempuan yang menghadapi permasalahan hukum.
· Mengadakan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan, untuk meningkatkan posisi tawar pekerja perempuan dalam sektor informal.
4. Peningkatan Peran Pengusaha atau Pemberi Kerja
· Mengedukasi pemberi kerja di sektor informal tentang pentingnya perlindungan hak pekerja perempuan.
· Mendorong penerapan prinsip kerja layak (decent work) meskipun tidak diatur secara formal, seperti tidak melakukan diskriminasi gender, memberikan istirahat yang cukup, dan menghargai hak pekerja.
5. Kolaborasi Antarinstansi
· Kerja sama antara dinas tenaga kerja, dinas pemberdayaan perempuan, dan lembaga perlindungan hak asasi manusia, untuk melakukan pendataan, advokasi, dan evaluasi rutin atas kondisi pekerja perempuan di sektor informal.
· Penyusunan program perlindungan lintas sektor, seperti kesehatan reproduksi, pelatihan keuangan, dan bantuan modal usaha.
Selain langkah-langkah di atas, hal lain yang juga penting dilakukan adalah meningkatkan pendataan dan pengakuan status pekerja perempuan di sektor informal. Selama ini banyak dari mereka yang tidak tercatat secara resmi, sehingga sulit untuk mendapat bantuan atau perlindungan dari pemerintah.
Pemerintah bisa bekerja sama dengan RT/RW, kelurahan, hingga organisasi masyarakat untuk melakukan pendataan yang menyeluruh. Dengan data yang akurat, bantuan seperti subsidi, pelatihan kerja, atau perlindungan hukum bisa lebih tepat sasaran.
Selanjutnya, pemberdayaan ekonomi juga menjadi kunci penting.Banyak pekerja perempuan informal bekerja karena terpaksa, bukan karena pilihan.Maka dari itu, dibutuhkan program pelatihan keterampilan, akses modal usaha, dan pendampingan agar mereka bisa lebih mandiri secara ekonomi.
Ketika ekonomi mereka lebih kuat, posisi tawar mereka juga meningkat, dan mereka tidak mudah dieksploitasi.Pemerintah dan lembaga swasta bisa membuat program khusus untuk perempuan, seperti pelatihan menjahit, usaha rumahan, hingga pengelolaan keuangan sederhana.
Hal penting lainnya adalah mengubah cara pandang masyarakat terhadap pekerja perempuan di sektor informal. 
Masih banyak yang menganggap pekerjaan mereka tidak penting atau tidak butuh perlindungan hukum.Padahal, peran mereka sangat besar dalam kehidupan sehari-hari, seperti pedagang kecil, pengasuh anak, penjahit, atau asisten rumah tangga.Kampanye publik melalui media sosial, sekolah, dan komunitas bisa membantu meningkatkan penghargaan terhadap mereka.
Terakhir, penting juga untuk memberikan akses pengaduan yang mudah dan aman.Banyak pekerja perempuan yang mengalami ketidakadilan, tapi takut untuk melapor karena khawatir kehilangan pekerjaan atau tidak tahu harus mengadu ke mana.Pemerintah bisa membuka layanan pengaduan khusus yang ramah perempuan, misalnya lewat aplikasi, hotline, atau posko pengaduan di desa dan kelurahan.
	Keamanan dan kerahasiaan data mereka harus dijamin agar mereka merasa aman untuk bersuara.Dengan berbagai upaya ini, diharapkan hak-hak pekerja perempuan di sektor informal bisa lebih dihormati, dilindungi, dan dipenuhi sebagaimana mestinya.
Perlindungan hukum tidak boleh hanya berlaku untuk mereka yang bekerja di kantor atau perusahaan besar, tetapi jugauntuk semua perempuan yang bekerja keras di balik layar demi menghidupi keluarganya.
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[bookmark: _Toc197593586]KESIMPULAN DAN SARAN
[bookmark: _Toc197593587]A. 	Kesimpulan
1. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan di sektor informal secara normatif telah tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Namun, ketentuan hukum tersebut pada umumnya lebih banyak menyasar pekerja di sektor formal dan belum secara eksplisit memberikan perhatian terhadap pekerja perempuan di sektor informal.Akibatnya, banyak dari mereka yang tidak memperoleh jaminan hukum atas hak-hak dasar seperti upah minimum, jaminan sosial, perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi, serta kondisi kerja yang layak.
2. Dalam implementasinya, terdapat berbagai kendala yang menghambat perlindungan hukum bagi pekerja perempuan di sektor informal. Kendala tersebut meliputi belum adanya pengakuan resmi terhadap status hubungan kerja, kurangnya data dan pendataan oleh pemerintah, minimnya pengawasan dari lembaga ketenagakerjaan, serta rendahnya tingkat pengetahuan hukum dari para pekerja itu sendiri. Selain itu, norma sosial dan budaya yang patriarkis juga turut memperkuat ketimpangan gender, yang menyebabkan hak-hak pekerja perempuan semakin terabaikan.
3. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan langkah strategis yang bersifat sistemik dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui pembuatan regulasi khusus yang fokus pada sektor informal dan pekerja perempuan, peningkatan edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam menyusun program-program pemberdayaan. Solusi ini diharapkan mampu mendorong terciptanya perlindungan hukum yang lebih inklusif, adil, dan berkeadilan gender.
[bookmark: _Toc197593588]B. 	Saran
1. Pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan lembaga terkait, perlu menyusun regulasi atau kebijakan khusus yang mengatur secara tegas perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan di sektor informal. Kebijakan ini harus mencakup aspek perlindungan hak-hak dasar, seperti jaminan sosial, keamanan kerja, jam kerja yang wajar, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan serta diskriminasi berbasis gender.
2. Perlu dilakukan peningkatan kesadaran hukum bagi pekerja perempuan di sektor informal melalui program sosialisasi, pelatihan, dan penyuluhan hukum yang berkelanjutan. Program ini dapat melibatkan LSM, komunitas lokal, serta media sebagai sarana untuk memperluas akses informasi hukum dan membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi kelompok rentan.
3. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk menciptakan program pemberdayaan yang tidak hanya bersifat ekonomis tetapi juga legal dan sosial. Program tersebut bisa berupa pelatihan keterampilan, akses pembiayaan, pendampingan hukum, serta dukungan psikososial yang mampu memperkuat posisi tawar pekerja perempuan dalam sektor informal, sekaligus membangun lingkungan kerja yang lebih aman dan manusiawi.
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